RENCANA KERJA

(RENJA)

INSPEKTORAT

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

TAHUN 2024

NY IS L N
LAMPUNG TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
GUNUNG SUGIH
2023



KATA PENGANTAR

Setiap Perangkat Daerah (PD) dituntut untuk menyusun suatu rencana
kerja yang akan digunakan sebagai panduan dalam penyusunan program dan
kegiatan untuk masa 1 (satu) tahun yang akan datang. Dengan adanya acuan
tersebut diharapkan tersusun rencana anggaran yang efisien dan dapat
terlaksana dengan baik.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2024 merupakan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan anggaran kegiatan
pada tahun tersebut. Diharapkan program dan kegiatan yang akan diusulkan
dan pada akhirnya dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang sudah
ditetapkan tersebut atau dengan kata lain tidak menyimpang terlalu jauh.
Program-program dan Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dititik beratkan
pada peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengawas, dengan
meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparataur pengawas di
Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja 1ini, dilaksanakan dengan
mengumpulkan informasi baik intern maupun ekstern dan lintas PD
diantaranya berkoordinasi dengan Inspektorat Propinsi Lampung dan Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Lampung, dengan harapan
mendapatkan data-data yang akurat dan relevan.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan
Rencana Kerja ini, oleh karena itu masukan-masukan positif sangat
diperlukan dalam rangka penyempurnaannya, sehingga akan tersusun Renja
yang baik sehingga dapat mengakomodir kebutuhan perencanaan untuk

mendukung pelaksanaan pengawasan.

Gunung Sugih, 2 Agustus 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. KUSUMA RIYADI,.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650502 199403 1 005
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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah
diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk
jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan daerah jangka
menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek

atau 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat Renja SKPD
adalah dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang
mempunyai kedudukan  strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rangka
penyelenggaraan  pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah
menetapkan APBD setiap tahunnya, sebagai wujud pengelolaan keuangan
daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah disusun oleh
masing-masing Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang termuat
sudah bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena ketersediaan
anggarannya sudah diperhitungkan. Sehingga nantinya setiap satuan

kerja dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah merupakan lembaga teknis
daerah yang mempunyai tugas pokok pengawasan di bidang

pembangunan, keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan dimaksud perlu ditunjang
dengan sarana dan prasarana yang cukup dan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang profesional dan memadai.

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu unit
organisasi pemerintah daerah yang diharapkan mampu mendukung dan
memperlancar pelaksanaan otonomi daerah melalui penyelenggaraan
tugas bidang pengawasan daerah dengan tugas pokok dan fungsi yang

ditetapkan.



1.2,

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan adalah salah satu
fungsi manajemen yang harus dilaksanakan agar penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berdaya guna, bertanggung jawab,

bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952).

S. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan.

9. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

10. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pengarusutamaan Gender.

11. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kabupaten Layak Anak.



12. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Tengah.

13. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 47 Tahun 2022 tentang

rincian tugas dan fungsi jabatan stuktural Inspektorat.



1.3 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan dari disusunnya rencana kerja tahun 2024 adalah
bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Penjabaran Rencana
Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dan juga untuk
menjadi bahan acuan bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2024.

Rencana Kerja tersebut berisikan rencana dari program-program dan
kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan dalam Tahun
2024. Dengan demikian, secara umum tujuan disusunnya Rencana Kerja
adalah terciptanya proses penganggaran yang lebih strategis dan kredibel
melalui kebijakan dan prioritas anggaran dalam program dan rencana

Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah membahas program-
program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah masing-masing.
sehingga pencapaian kerja pembangunan 1 tahun (RKPD) secara optimal
dapat menggerakkan dan mengalokasikan sumber daya dan dana
anggaran belanja daerah yang strategis, terarah dan sesuai
kebutuhannya. Penyusunan rencana kerja tersebut diatas, dituangkan

kedalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUSASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP



2.1.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889

Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

keuangan Daerah Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah pada Tahun 2023 terdapat 3 ( tiga ) Program, 11

(sebelas) kegiatan dan 30 ( tiga puluh ) sub kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas
dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan



b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
c. Reviu Laporan Kinerja

d. Reviu Laporan Keuangan

e. Pengawasan Desa

f. Kerjasama Pengawasan Internal

g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
(Inspektorat)
2.2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
3.1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
fasilitasi Pengawasan
a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan
3.2 Pendampingan dan Asistensi
a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi
c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan

Integritas



Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Perkiraan Realisasi
Capaian Target

Realisasi Target dan Realisasi Kinerja Program
Target Target dan Kegiatan Tahun Lalu 2021 Renstra Perangkat
Kinegr'a Kinegr'a g Daerah s/d tahun
5 ) Target 2022
. . L Capaian Hasil
Urusan/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja program
. . Program Program —
Kode Program/Kegiatan /Sub | Program/Kegiatan /Sub (Renstra dan dan Realisasi
Kegiatan Kegiatan Perangkat Keluaran kegiatan Capaian Tingkat
. . 2022 Target )
Daerah) Kegiatan Tingkat Renstra Capaian
Tahun 2023 | s/d dengan Target Realisasi Realisa Peranckat Realisasi
tahun 2022 si (%) g Target
Daerah Renstra
s/d tahun
2022
1. persentase dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah yang
PROGRAM PENUNJANG d::‘us:;a;es‘_:i' diini?]n
URUSAN pan berlagku :
01| o1 PEMERINTAHAN yang ' 91 %
DAERAH 2. Persentase temuan
KABUPATEN/KOTA '

laporan atas hasil
pemeriksaan yang
ditindaklanjuti.

3. Persentase ASN yang
tidak mendapat




hukuman disiplin.

4. Persentase sarana
dan prasarana kantor.

Perencanaan
Penganggaran dan

Terlaksananya
perencanaan dan
pelaporan capaian

01| 01 | 2.01 o, kinerja dan keuangan 86 %
Evaluasi Kinerja ane tepat waktu dan
Perangkat Daerah yans . P
sesuai dengan
perundang-undangan.
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen
12 12 12
01 | 01 | 2.01 | 01 | Perencanaan Perangkat | perencanaan perangkat | 12 dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100 100
dokumen dokumen | dokumen
Daerah daerah
Evaluasi Kinerja jumlah laporan evaluasi
01| 01 | 2.01 | 07 Perangkat Daerah kinerja perngkat daerah 3 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100 | 3 laporan | 3 laporan 100
. . . Terlaksananya
01| 01 2.02 Administrasi Keuangan pemenuhan administrasi | 12 bulan
Perangkat Daerah
keuangan
Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 87 Oran 80 Oran 80 Oran 80 Oran 87 Oran 87 Oran
01} 01 ] 202 01 Tun};n an ASNJ Menerima Gaji dan /Bulan ° /Bulan : /Bulan : /Bulan : 100 /Bulan ¢ /Bulan ¢ 100
Jang Tunjangan ASN
Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil 10 1 1
01 | 01 | 2.02 | 02 | Administrasi Pelaksaan Penyediaan Administrasi | 11 Dokumen 10 Dokumen | 10 Dokumen 100 100
Dokumen Dokumen | Dokumen
Tugas ASN Pelaksaan Tugas ASN
Koordinasi dan Jumlah Laporan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ 3
01| 01 2.02 | 07 | Keuangan Triwulanan/ Semesteran | 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 Laporan 3 Laporan 100

Bulanan/Triwulan/Seme
steran SKPD

SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan




Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

Administrasi

Terlaksananya
administrasi

01| 01 | 2.05 Keegawaian Perangkat . . 12 bulan
kepegawaian sesuai
Daerah )
dengan tupoksinya
Pendidikan dan Jumlah Pegawai
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
01| 01 2.05 | 09 & Fungsi yang Mengikuti 71 Orang 71 Orang 71 Orang 71 Orang 100 | 71 Orang | 71 Orang 100
Berdasarkan Tugas dan .
Fungsi Pendidikan dan
& Pelatihan
- . Terlaksananya
01| 01 | 2.06 Administrasi Umum penyediaan administrasi | 12 bulan
Perangkat Daerah
umum
Penyediaan Komponen Jumlah F’aket Komponen
Instalasi Instalasi
01| 01 | 2.06 | 01 L Listrik/Penerangan 12 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100 | 12 Paket | 12 Paket 100
Listrik/Penerangan
Baneunan Bangunan Kantor yang
& disediakan
Penvediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan
01| 01 | 2.06 | 03 v Rumah Tangga yang 23 Paket 25 Paket 25 Paket 25 Paket 100 | 23 Paket | 23 Paket 100
Rumah Tangga S
disediakan
Penyediaan Bahan jumlah paket bahan
01| 01 | 2.06 | 04 y . logistik kantor yang 44 paket 44 Paket 44 Paket 44 Paket 100 | 44 paket | 44 paket 100
Logistik Kantor S
disediaakan
penyediaan barang jumlah paket cetakan
01| 01 | 2.06 | 05 | cetakandan dan penggandaan yang 9 paket 7 Paket 7 Paket 7 Paket 100 | 9 paket 9 paket 100

penggandaan

disediakan




o1l o1 | 206 | o8 Fasilitasi Kunjungan Jum.Iah Laporan Fasilitasi 1 Laporan i i i 1 1 Laporan 100
Tamu Kunjungan Tamu Laporan
penyelenggaraan rapat
01| 01 | 2.06 | 09 | koordinasi koordinasi | Jumiah terlaksananya i, L 12bulan | 12 bulan 12 bulan 100 | 12 bulan | 12 bulan 100
. Rapat dan Koordinasi
dan konsultasi SKPD
penyediaan jasa terlaksananya
01| 01 | 2.08 penunjang urusan penyediaan jasa 12 bulan
pemerintah daerah penunjang
jumlah laporan
penyediaan jasa penyediaan jasa
01| 01 | 2.08 | 02 | komunikasi, sumber komunikasi, sumber 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100 | 2 laporan | 2 laporan 100
daya air dan listrik daya air dan listrik yang
disediakan
g | BT
01| 01 | 2.09 penunjang pemeliharaan barang 12 bulan
urusan pemerintah .
milik daerah
daerah
penye(.:llaan Jasa. jumlah kendaraan dinas
pemeliharaan, biaya .
. . operasional atau
pemeliharaan, pajak, lananean van
01| 01 2.09 | 02 | dan perizinan _p _g yang 13 unit 16 unit 16 unit 16 unit 100 | 13 unit 13 unit 100
. dipelihara dan
kendaraan dinas . .
. dibayarkan pajak dan
operasional atau .
perizinannya
lapangan
emeliharaan peralatan Jumlah peralatan dan
01| 01 | 2.09 | 06 |P raan p mesin laiannya yang 72 unit 63 unit 63 unit 63 unit 100 | 72 unit | 72 unit 100
dan mesin lainnya -
dipelihara
pemeliharaan/rehabilita Jduar:IZ:ngeudnuannglla(?nnrfoar
01| 01 | 2.09 | 09 | sigedungkantordan g ¥ 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100 | 1 unit 1 unit 100

bangunan lainnya

yang dipelihara atau
direhabilitas




Persentase

PROGRAM penyelenggaraan
01| 02 PENYELNGGARAAN pemerintah daerah yang 86 %
PENGAWASAN sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
Penvelengearaam Terlaksananya
01| 02 2.01 v g8 . penyelenggaran 86 %
pengawasan internal .
pengawasan internal
engawasan kinerja Jumlah laporan hasi 12 12
01| 02 | 201 | o1 |Pe"8 . J pengawasan kinerja 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan 100 100
pemerintah daerah . laporan laporan
pemerintah daerah
engawasan keuangan jumlah laporan hasi 12 12
01| 02 | 201 | o2 | P8 . g pengawasan keuangan 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan 100 100
pemerintah daerah . laporan laporan
pemerintah daerah
01 | 02 | 2.01 | 03 | Reviulaporan Kinerja Jumlah Iaporan.has.|l 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 100 | 4 laporan | 4 laporan 100
reviu laporan kinerja
01| 02 | 2.01 | 04 Reviu Laporan Jumlah laporan hasi 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan 100 12 12 100
Keuangan reviu laporan keuangan laporan laporan
01 | 02 | 2.01 | 05 | pengawasan desa jumlah laporan hasil 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan 100 12 12 100
pengawasan desa laporan laporan
. Jumlah Kerjasama 12
k 12 12 12
01| 02 | 2.01 | 06 |. erjasama pengawasan Pengawasan Internal . . 12 kerjasama | 12 kerjasama 100 | kerjasam . 100
internal kerjasama kerjasama kerjasama
yang Terbentuk a
monitoring dan evaluasi | Jumlah dokumen hasil
tindak lanjjut hasil monitoring dan evaluasi 12 12 12
1 2 2.01 12 12 12 1 1
0 0 0 07 pemeriksaan BPK Rl dan | tindak lanjut hasil dokumen dokumen dokumen dokumen 00 dokumen | dokumen 00

tindak lanjut hasil

pemeriksaan BPK Rl dan




pemeriksaan APIP

tindak lanjut hasil
pemeriksaan APIP

penyelenggaraan

Terlaksananya
penyelenggaran

01| 02 | 2.02 pengawasan dengan 86 %
. pengawasan dengan
tujuan tertentu i
tujuan tertentu
jumlah laporan
penanganan enyelesaian kerugian 12 12
01 | 02 | 2.02 | 01 | penyeselaian kerugian peny 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan 100 100
negara atau daerah yang laporan laporan
negara/daerah ) .
ditangani
engawasan dengan jumlah laporan hasi 12 12
01| 02 | 202 | 02 |P . & & pengawasan dengan 12 laporan 12 laporan | 12 laporan 12 laporan 100 100
tujuan tertentu . laporan laporan
tujuan tertentu
PROGRAM Persentase perangkat
PERUMUSAN daerah yang dilakukan
01| 03 KEBIJAKAN, pendampingan dan 91 %
PENDAMPINGAN DAN asistensi
ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Rekomendasi Kebijakan
. o 12
01| 03 | 2.01 Teknis di Bidang Teknis di Bidang .
rekomendasi
Pengawasan Pengawasan
jumlah rekomendasi
Perumusan Kebijakan kebijakan teknis di 12 12 12
R, ) e 12 12 12
01 | 03 | 2.01 | 02 | Teknis di Bidang bidang fasilitasi . | rekomenda . . 100 | rekomen | rekomen 100
rekomendasi | . rekomendasi | rekomendasi . .
Pengawasan pengawasan yang Si dasi dasi
disusun
. Terlaksananya
01| 03 | 2.02 Pendampingan dan pemenuhan 86 %

Asistensi

infrastruktur SPIP




jumlah perangkat

pendampingan dan daerah yang dilakukan 46 46 46 peranckat | 46 perangkat 46 46
01 | 03 | 2.02 | 01 | asistensi urusan pendampingan dan perangkat perangkat daeprah & daeprah & 100 | perangka | perangkat 100
pemerintahan daerah asistensi urusan daerah daerah tdaerah | daerah
pemerintah daerah
pendampingan .
. . e jumlah perangkt daerah | 13 13 13 13
01| 03 | 2.02 | 02 a5|s'Fe|j5|, ver|f|ka5|.dan yang dilakukan perangkat perangkat 13 perangkat | 13 perangkat 100 | perangka | perangkat 100
penilaian reformasi ) daerah daerah
birokrasi pendampingan daerah daerah t daerah | daerah
koordinasi, monitoring Jumlah ke.glatan' .
dan evaluasi serta koordinasi, monitoring,
luasi 12 12
01| 03 | 2.02 | 03 | verifikasi pencegahan | 03" €valuasiserta 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan 100 | . 100
dan pemberantasan evaluasi pencegahan kegiatan | kegiatan
korupsi dan pemberantasan
P korupsi
. . . | jumlah PD yang
pendampingan asistensi . 3 3
01| 03 2.02 | 04 | dan verifikasi dllakukan. . . 3perangkat | 3 perangkat | 3 perangkat 3 perangkat 100 | perangka | perangkat 100
. . pendampingan, asistensi | daerah daerah daerah daerah
penegakan integritas t daerah | daerah

penegakan integritas




2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Mengamati tentang kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup memenuhi syarat sesuai
dengan indikator kegiatan kerja (IKK) yang disusun dan diusulkan telah
disesuaikan dengan Permendagri no 84 tahun 2022 didalam
perencanaan program dan kegiatan, serta didukung oleh sarana dan
prasarana yang baik sebagai penunjang kegiatan dan program tersebut.
Kaitannya dengan pelayanan yang diberikan terhadap Perangkat Daerah
di Kabupaten Lampung Tengah yaitu pelaksanaan pembinaan terhadap
Perangkat Daerah melalui pelaksanaan pengawasan baik yang rutin
dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan maupun
pengawasan yang sifatnya khusus, sehingga Perangkat Daerah yang ada
dapat melaksanakan setiap rekomendasi dan dapat melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Target Renstra SKPD Tahun ke -

Realisasi Capaian ke -

Rasio Capaian Pada Tahun ke-

Indikator Kinerja Target | Target Target
No Sesuai Tugas dan 8 & Indikator
: SPM IKK :
Fungsi PD Lainnya 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
. . Tidak Tidak
1| Tingkat Maturitas SPIP | °% Ada N 3 | 31 |315] 32 | 325 | 8% | 87% | 88% | 89% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 T'”gkatAKPaIEab"'tas T/:laak Ada T/szk 3 3 3 3 3 | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Persentase OPDyang | 1y v | Tigak | Tidak
3 | menindaklanjuti hasil | °7 At ngs | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SAKIP
Persentase Temuan
Hasil Pemerik Tidak | Tidak | Tidak
4 alsr"teren”;f;;:za” :31 :fjaa :fjaa 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ditindaklanjuti
Persentase Temuan
5 Hafr:'tepren”;f;;ksza” T:jjzk T/;‘szk T/;‘szk 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ditindaklanjuti




2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Tingkatan pelayanan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sebagai
Aparat Pengawas Intern Pemerintah di daerah sudah tentu mempunyai
standarisasi pengawasan yang cukup dengan mengacu atau
berpedoman pada Peraturan-peraturan Daerah dan peraturan
pemerintah. Permasalahan atau isu yang dihadapi di bidang
pengawasan pada Tahun Anggaran 2023 yang perlu ditindaklanjuti dan
direncanakan pada Tahun 2024 diantaranya masih kurangnya tenaga
fungsional pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan
serta masih minimnya anggaran yang dapat dikelola dalam bidang
pengawasan, sehingga perlunya ditingkatkan alokasi anggaran untuk
pengawasan di Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun 2024, sesuai
permendagri No 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun 2023 bahwa Pemerintah Daerah Mengalokasikan anggaran APIP
yang ditetapkan berdasarkan besaran dari totalan belanja daerah
dengan klasifikasi untuk kabupaten /kota dengan APBD diatas Rp2
(dua) Trilyun, anggaran APIP paling sedikit sebesar 0,5% dari total

belanja daerah dan diatas Rp15 (lima belas ) Milyar.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

sebagai berikut :



Tabel 2.3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Urusan/Bidang Rancangan Awal RKPD Urusan/Bidang Hasil Analisis Kebutuhan
Urusan/ Indikator Kinerja Urusan/ Indikator Kinerja
Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Target Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Program/Kegiatan Target Pagu Indikatif
g g g g g g
/Sub Kegiatan /Sub Kegiatan Capaian /Sub Kegiatan /Sub Kegiatan Capaian

1. persentase
dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
evaluasi kinerja
Perangkat Daerah
yang disusun sesuai
dengan perundang-
undangan yang

PROGRAM berlaku. PROGRAM

PENUNJANG 2. persentase PENUNJANG

URUSAN INSPEKTORAT temuan 'Iaporan URUSAN

PEMERINTAHAN atas hasil 91% 15.408.952.061 | PEMERINTAHAN 15.912.163.394

DAERAH pemeriksaan yang DAERAH

KABUPATEN/KOTA ditindaklanjuti. KABUPATEN/KOTA

3. Persentase ASN
yang tidak
mendapat
hukuman disiplin.
4. Persentase
sarana dan
prasarana kantor.




Perencanaan
Penganggaran dan

Terlaksananya
perencanaan dan
pelaporan capaian
kinerja dan

Perencanaan
Penganggaran dan

Evaluasi Kinerja INSPEKTORAT | keuangan yang 86 % 73.034.100 | Evaluasi Kinerja 81.675.582
tepat waktu dan
Perangkat Daerah . Perangkat Daerah
sesuai dengan
perundang-
undangan
Eirlxl:szgan Jumlah dokumen Eirlxl::‘::an Jumlah dokumen 12
INSPEKTORAT | perencanaan 12 dokumen 34.232.100 INSPEKTORAT | perencanaan
Perencanaan cranekat daerah Perencanaan cranekat daerah dokumen 52.562.742
Perangkat Daerah P & Perangkat Daerah P &
Evaluasi Kinerja jumlah laporan Evaluasi Kinerja jumlah laporan
) INSPEKTORAT | evaluasi kinerja 3 laporan 38.802.000 ) INSPEKTORAT | evaluasi kinerja 3 laporan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 29.112.840
perngkat daerah perngkat daerah
Administrasi Terlaksananya Administrasi
Keuangan INSPEKTORAT pemenuhan 12 bulan 12.861.195.861 | Keuangan
administrasi DA 13.753.334.210
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
keuangan
. .. Jumlah Orang yang . .. Jumlah Orang yang
Penyediaan Gajidan ||\ coeiroRAT | Menerima Gajidan | o7 O72"8 | 12.288.925.861 | FenYediaan Gajidan |\ coe roRAT | Menerima Gajidan | o Orang
Tunjangan ASN . /Bulan Tunjangan ASN . /Bulan 13.041.170.210
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
. Jumlah Dokumen . Jumlah Dokumen
Penyediaan . . Penyediaan . .
. . Hasil Penyediaan . . Hasil Penyediaan
Administrasi INSPEKTORAT | Administrasi 11 Dokumen | 477.170.000 | Administrasi INSPEKTORAT | Administrasi 11
Pelaksaan Tugas R Pelaksaan Tugas Dokumen 609.654.000

ASN

Pelaksaan Tugas
ASN

ASN

Pelaksaan Tugas
ASN




Koordinasi dan
Penyusunan

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan

Koordinasi dan
Penyusunan

Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/
Semesteran SKPD
dan Laporan

Laporan Keuangan INSPEKTORAT | Koordinasi 3 Laporan 95.100.000 | Laporan Keuangan INSPEKTORAT | Koordinasi 3 Laporan
‘ . 102.510.000
Bulanan/Triwulan/S Penyusunan Bulanan/Triwulan/S Penyusunan
emesteran SKPD Laporan Keuangan emesteran SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana Bulanan/Triwulana
n/Semesteran n/Semesteran
SKPD SKPD
Terlaksananya
Administrasi administrasi Administrasi
Keegawaian INSPEKTORAT | kepegawaian 12 bulan 342.961.300 | Keegawaian INSPEKTORAT
. 548.794.680
Perangkat Daerah sesuai dengan Perangkat Daerah
tupoksinya
Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai
Pendidikan dan Berdasarkan Tugas Pendidikan dan Berdasarkan Tugas
Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang Pelatihan Pegawai dan Fungsi yang
42.961.
Berdasarkan Tugas INSPEKTORAT Mengikuti 71 0Orang 342.961.300 Berdasarkan Tugas INSPEKTORAT Mengikuti 71 0Orang 548.794.680
dan Fungsi Pendidikan dan dan Fungsi Pendidikan dan
Pelatihan Pelatihan
Administrasi Umum Terlaksananya Administrasi Umum
INSPEKTORAT i 12 bul 880.935.800 INSPEKTORAT
Perangkat Daerah SPEKTO penyediaan bulan Perangkat Daerah SPEKTO 843.908.322
administrasi umum
. Jumlah Paket . Jumlah Paket
Penyediaan . Penyediaan .
Komoonen Instalasi Komponen Instalasi Komoonen Instalasi Komponen Instalasi
. .p INSPEKTORAT | Listrik/Penerangan 12 Paket 17.650.000 | . .p INSPEKTORAT | Listrik/Penerangan 12 Paket
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan 18.003.000
Baneunan Bangunan Kantor Bangunan Bangunan Kantor
& yang disediakan & yang disediakan
Penyediaan INSPEKTORAT | Jumiah Paket 23 Paket 46.234.500 | enyediaan INSPEKTORAT | JumIah Paket 23 Paket

Peralatan Rumah

Peralatan Rumah

Peralatan Rumah

Peralatan Rumah

47.160.210




Tangga

Tangga yang
disediakan

Tangga

Tangga yang
disediakan

Penyediaan Bahan

jumlah paket
bahan logistik

Penyediaan Bahan

jumlah paket
bahan logistik

188.549.
Logistik Kantor INSPEKTORAT kantor yang 44 paket 88.549.800 Logistik Kantor INSPEKTORAT kantor yang 44 paket 193.033.062
disediaakan disediaakan

penyediaan barang il;r:;ls:npj:st penyediaan barang Jcl;:ﬂ;li:npj:st
cetakan dan INSPEKTORAT 9 paket 163.425.500 | cetakan dan INSPEKTORAT 9 paket

engeandaan penggandaan yang engeandaan penggandaan yang 115.694.010
penes disediakan peneg disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan
Tamu INSPEKTORAT | Fasilitasi Kunjungan 1 Laporan 37.950.000 Tamu INSPEKTORAT | Fasilitasi Kunjungan | 1 Laporan 69.309.000

Tamu Tamu
penyelenggaraan Jumlah penyelenggaraan Jumlah
rapat koordinasi terlaksananya rapat koordinasi terlaksananya
INSPEKTORAT I 427.126.000 INSPEKTORAT I

koordinasi dan 5 © Rapat dan 6 bulan koordinasi dan 5 © Rapat dan 6 bulan 400.709.040
konsultasi SKPD Koordinasi konsultasi SKPD Koordinasi
Pengadaan Barang Pengadaan Barang
Milik Daerah INSPEKTORAT 524.800.000 | ik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Pengadaan tersedianya Pengadaan tersedianya
Kendar.aan Dinas INSPEKTORAT kendar?an dinas 7 Unit 321.100.000 Kendarfa\an Dinas INSPEKTORAT kendar?an dinas
Operasional atau operasional atau Operasional atau operasional atau
Lapangan lapangan Lapangan lapangan
Pengadaan Jumlah Peralatan Pengadaan Jumlah Peralatan
Peralatan dan Mesin | INSPEKTORAT | dan mesin lainnya 47 Unit 203.700.000 | Peralatan dan Mesin | INSPEKTORAT | dan mesin lainnya

Lainnya

yang diadakan

Lainnya

yang diadakan




penyediaan jasa

Terlaksananya

penyediaan jasa

penunjang urusan INSPEKTORAT | penyediaan jasa 12 bulan 162.000.000 | penunjang urusan 165.240.000
pemerintah daerah penunjang pemerintah daerah R
jumlah laporan jumlah laporan
. . penyediaan jasa . . penyediaan jasa
Esrr:wyj:ifaas? J:jswber INsPEKTORAT | Komunikasi, 2 laporan Esr:\yj:lifaas? Jsjswber INSPEKTORAT | Komunikasi 2 laporan
R sumber daya air P 162.000.000 L sumber daya air P 165.240.000
daya air dan listrik . daya air dan listrik .
dan listrik yang dan listrik yang
disediakan disediakan
pemeliharaan Terlaksananya pemeliharaan
barang milik daerah pemeliharaan barang milik daerah
penunjang urusan INSPEKTORAT barang milik 12 bulan 564.025.000 | penunjang urusan 519.210.600
pemerintah daerah daerah pemerintah daerah
penyet;haan Jasa' jumlah kendaraan penyefilaan Jasa. jumlah kendaraan
pemeliharaan, biaya dinas operasional pemeliharaan, biaya dinas operasional
lih lih
pemelinaraan, atau lapangan yang . pemelinaraan, atau lapangan yang .
pajak, dan perizinan | INSPEKTORAT dielihara dan 13 unit 314.360.000 pajak, dan perizinan | INSPEKTORAT dipelihara dan 13 unit 358.050.600
kendaraan dinas diEa arkan paiak R kendaraan dinas diEa arkan paiak DR
operasional atau y .. Pal operasional atau y . pal
dan perizinannya dan perizinannya
lapangan lapangan
pemeliharaan jumlah peralatan pemeliharaan jumlah peralatan
pej'ralatan dan mesin | INSPEKTORAT | dan mgsm.la|annya 72 unit 65.390.000 p(?ralatan dan mesin | INSPEKTORAT | dan m(.esm.lalannya 72 unit 66.697.800
lainnya yang dipelihara lainnya yang dipelihara
pemeliharaan/rehab Jkl;r:'lzl: jae:ung pemeliharaan/rehab Ll;r:l‘;? gae:ung
ilitasi gedung kantor . . ilitasi gedung kantor . .
dan bangunan INSPEKTORAT | bangunan lainnya 1 unit 184.275.000 | dan bangunan INSPEKTORAT | bangunan lainnya 1 unit 94.462.200

lainnya

yang dipelihara
atau direhabilitas

lainnya

yang dipelihara
atau direhabilitas




persentase
penyelenggaraan

PROGRAM pemerintah daerah PROGRAM
PENYELNGGARAAN | INSPEKTORAT | yang sesuai dengan 86 % PENYELNGGARAAN
PENGAWASAN peraturan 3.214.453.600 PENGAWASAN 3.920.022.282
perundang-
undangan
Penyelenggaraam lZ:?Ef::;;:an Penyelenggaraam
0,
pengawasan INSPEKTORAT | engawasan 86% 2.605.621.400 | PENBaWasan 3.193.402.638
internal . internal
internal
jumlah laporan jumlah laporan
pengawasan kinerja hasil pengawasan pengawasan kinerja hasil pengawasan
pemerintah daerah INSPEKTORAT kinerja pemerintah 12 laporan 25.355.000 | pemerintah daerah INSPEKTORAT kinerja pemerintah 12 laporan 14.621.700
daerah daerah
jumlah laporan jumlah laporan
pehgawasan hasil pengawasan pengawasan hasil pengawasan
keuangan INSPEKTORAT kinerja pemerintah 12 laporan 1.789.776.600 keuangan INSPEKTORAT kinerja pemerintah 12 laporan 2.186.652.132
pemerintah daerah daerah pemerintah daerah daerah
Reviu Laporan jumlah laporan Reviu Laporan jumlah laporan
Kinerja INSPEKTORAT E;s;lrjraewu laporan 4 laporan 154.204.600 | Kinerja INSPEKTORAT Eiar]s;lrjraewu laporan 4 laporan 83.038.302
Reviu Laporan jumlah laporan Reviu Laporan jumlah laporan
Keuangan INSPEKTORAT | hasil reviu laporan 12 laporan 157.388.500 | Keuangan INSPEKTORAT | hasil reviu laporan 12 laporan 83.567.070
keuangan keuangan
jumlah laporan jumlah laporan
E 12 E 12
pengawasan desa INSPEKTORAT hasil pengawasan laporan 390.593.400 | PENaWasan desa INSPEKTORAT hasil pengawasan laporan 473.273.268




desa

desa

Jumlah Kerjasama

Jumlah Kerjasama

kerjasama Pengawasan kerjasama Pengawasan 12
ir:]ir;?s;/\;asan INSPEKTORAT Internal yang 12 kerjasama 51.039.600 ipnir;iz:\:l/asan INSPEKTORAT Internal yang kerjasama 82.701.192

Terbentuk Terbentuk

- Jumlah dokumen o Jumlah dokumen
monitoring dan . - monitoring dan . s
evaluasi tindak hasil monitoring evaluasi tindak hasil monitoring
lanjjut hasil dan evaluasi tindak lanjjut hasil dan evaluasi tindak
. lanjut hasil . lanjut hasil 12

z:rr:]';:ziaIZnsth Rl | INSPEKTORAT pemeriksaan BPK 12 dokumen 37.263.700 Z:TSEI;Z‘EZ:.EE Rl | INSPEKTORAT pemeriksaan BPK dokumen 269.548.974
hasil emeriksjaan Rl dan tindak lanjut hasil emeriksjaan RI dan tindak lanjut
APIP P hasil pemeriksaan APIP P hasil pemeriksaan

APIP APIP

Terlaksananya
e e

0,
dengan tujuan INSPEKTORAT sg:g::]v:j?unan 86 % 608.832.200 | dengan tujuan 726.619.644
tertentu tertgntu J tertentu
enaneanan jumlah laporan ehaneanan jumlah laporan
pen esgelaian penyelesaian pen esgelaian penyelesaian
Eerl}/ an INSPEKTORAT | kerugian negara 12 laporan 80.935.400 Eer: an INSPEKTORAT | kerugian negara 12 laporan 88.796.508
8 atay daerah yang U 8 atay daerah yang o

negara/daerah ditangani negara/daerah ditangani

jumlah laporan

hasil pengawasan .

lah |
pengawasan dengan dengan tujuan pengawasan dengan Jhuar:iIaper?gloaovl;gr;an
INSPEKTORAT 121 INSPEKTORAT 121

tujuan tertentu 5 © tertentu aporan 527.896.800 | tujuan tertentu 5 © dengan tujuan aporan 637.823.136

tertentu




PROGRAM Persentase perangkat PROGRAM
PERUMUSAN daerah yang PERUMUSAN
KEBIJAKAN, INSPEKTORAT | dilakukan 91 % KEBIJAKAN,
PENDAMPINGAN DAN pendampingan dan 865.520.200 PENDAMPINGAN DAN 601.219.346
ASISTENSI asistensi ASISTENSI

Rekomendasi
Perumusan Kebijakan Teknis di 12 Perumusan
Kfebuakan Teknis di | INSPEKTORAT Bidang rekomendas 42.587.700 Kfebuakan Teknis di 26.507.454
Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan

Pengawasan

jumlah jumlah

rekomendasi rekomendasi
Perumusan kebijakan teknis di 12 Perumusan kebijakan teknis di 12
Kgbljakan Teknis di INSPEKTORAT bidang fasilitasi rekomendasi 42.587.700 K?bljakan Teknis di INSPEKTORAT bidang fasilitasi rekomgnda 26.507.454
Bidang Pengawasan Bidang Pengawasan Si

pengawasan yang pengawasan yang

disusun disusun
Pendampingan dan Terlaksananya Pendampingan dan

0,

Asistensi INSPEKTORAT | pemenuhan 86 % 822.932.500 | Asistensi 574.711.892

infrastruktur SPIP

jumlah perangkat jumlah perangkat
pendampingan dan daerah yang pendampingan dan daerah yang 16
asistensi urusan dilakukan 46 perangkat asistensi urusan dilakukan

INSPEKTORAT INSPEKTORAT k

pemerintahan 5 © pendampingan dan daerah 184.923.200 | pemerintahan 5 © pendampingan dan pz;aenrihat 93.600.536
daerah asistensi urusan daerah asistensi urusan

pemerintah daerah pemerintah daerah
pendampingan jumlah perangkt pendampingan jumlah perangkt 13
asistensi, verifikasi daerah yang 13 perangkat asistensi, verifikasi daerah yang
dan penilaian INSPEKTORAT dilakukan daerah 39.178.000 | dan penilaian INSPEKTORAT dilakukan perangkat 15.244.920

. . . L . ) daerah
reformasi birokrasi pendampingan reformasi birokrasi pendampingan
koordinasi, jumlah kegiatan . koordinasi, jumlah kegiatan .
E 12 E 12

monitoring dan INSPEKTORAT koordinasi, kegiatan 489.971.800 | monitoring dan INSPEKTORAT koordinasi, kegiatan 393.446.946




evaluasi serta

monitoring, dan

evaluasi serta

monitoring , dan

verifikasi evaluasi serta verifikasi evaluasi serta
pencegahan dan evaluasi pencegahan dan evaluasi
pemberantasan pencegahan dan pemberantasan pencegahan dan
korupsi pemberantasan korupsi pemberantasan
korupsi korupsi
jumlah PD yang jumlah PD yang
pendampingan dilakukan pendampingan dilakukan 3
asistensi dan pendampingan, 3 perangkat asistensi dan pendampingan,
verifikasi penegakan INSPEKTORAT asistensi daerah 108.859.500 | verifikasi penegakan INSPEKTORAT asistensi pzrangl;at 72.419.490
integritas penegakan integritas penegakan aera
integritas integritas

19.488.925.861

20.433.405.022




2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Lampung Tengah Tahun 2024,
merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2021-2026. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Inspektorat
Kabupaten Lampung Tengah dituntut untuk mampu menggali dan
memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan
dan tantangan, serta melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di
sisi lain, dalam era globalisasi, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu
perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung
Tengah Tahun 2024, didasarkan pada Renstra Tahun 2021-2026 dengan
tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam
dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024, agar di dalam pelaksanaan program dan kegiatan terwujud

sinergitas antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.



Tabel 2.4 Usulan Program Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah 2024

Urusan/Bidang Urusan/ . . . . . Besaran/ catatan

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Volume penting

1. persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang
PROGRAM PENUNJANG disusun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT | 2. Persentase temuan laporan atas hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 91 % INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA 3. Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin

4. Persentase sarana dan prasarana kantor
Perencanaan Penganggaran dan . L .
Evaluasi Kinerja Perangkat INSPEKTORAT Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai 86 % INSPEKTORAT

dengan perundang-undangan
Daerah
Penyusunan Dokumen INSPEKTORAT | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 12 dokumen | INSPEKTORAT
Perencanaan Perangkat Daerah
E\;Zl:aa: Kinerja Perangkat INSPEKTORAT | jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah 3 laporan INSPEKTORAT
Administrasi Keuangan - .

INSPEKTORAT | Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan 12 bulan INSPEKTORAT

Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan | |\ coeToRAT | jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 87 Orang INSPEKTORAT
ASN /Bulan
Penyediaan Administrasi INSPEKTORAT | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan Tugas ASN 11 Dokumen | INSPEKTORAT
Pelaksaan Tugas ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Ke.uangan INSPEKTORAT Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trlwula.man/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi 3 Laporan INSPEKTORAT
Bulanan/Triwulan/Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD
Administrasi Keegawaian INSPEKTORAT INSPEKTORAT




Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai Berdasarkan Tugas dan INSPEKTORAT | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 71 Orang INSPEKTORAT
Fungsi
::;;n;stram Umum Perangkat INSPEKTORAT Terlaksananya administrasi kepegawaian sesuai dengan tupoksinya 12 bulan INSPEKTORAT
P.enyedlaan Komponen Instalasi INSPEKTORAT | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 12 Paket INSPEKTORAT
Listrik/Penerangan Bangunan
Penyediaan Peralatan Rumah _—
Tangga INSPEKTORAT | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 23 Paket INSPEKTORAT
i::}({j:ilaan Bahan Logistik INSPEKTORAT | jumlah paket bahan logistik kantor yang disediaakan 44 paket INSPEKTORAT
penyediaan barang cetakan dan INSPEKTORAT | jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan 9 paket INSPEKTORAT
penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu INSPEKTORAT | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan INSPEKTORAT
penyelenggaraan rapat
koordinasi koordinasi dan INSPEKTORAT | Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi 6 bulan INSPEKTORAT
konsultasi SKPD

enyediaan jasa penunjan . . .
penyediaan Jasa penunjang INSPEKTORAT | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang 12 bulan INSPEKTORAT
urusan pemerintah daerah
penyediaan Jas.a komlfm”fash INSPEKTORAT | jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ' 2 laporan INSPEKTORAT
sumber daya air dan listrik
pemeliharaan barang milik
daerah penunjang urusan INSPEKTORAT | terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah 12 bulan INSPEKTORAT
pemerintah daerah
penyediaan jasa pemeliharaan,
blaylla. pemeliharaan, Rajak, dan INSPEKTORAT Jum'la?h kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan 13 unit INSPEKTORAT
perizinan kendaraan dinas perizinannya
operasional atau lapangan
pemeliharaan peralatan dan INSPEKTORAT | jumlah peralatan dan mesin laiannya yang dipelihara 72 unit INSPEKTORAT




mesin lainnya

pemeliharaan/rehabilitasi

gedung kantor dan bangunan INSPEKTORAT | jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitas 1 unit INSPEKTORAT
lainnya
PROGRAM PENYELNGGARAAN
INSPEKTORAT | persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan | 86 % INSPEKTORAT
PENGAWASAN
P |
inetr;\r{ﬁatinggaraam pengawasan INSPEKTORAT | Terlaksananya penyelenggaran pengawasan internal 86 % INSPEKTORAT
Kineri intah
z:zrgaa:/asan Inerja pemerinta INSPEKTORAT | jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah 12 laporan INSPEKTORAT
ki
penga\{vasan euangan INSPEKTORAT | jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah 12 laporan INSPEKTORAT
pemerintah daerah
Reviu Laporan Kinerja INSPEKTORAT | jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja 4 laporan INSPEKTORAT
Reviu Laporan Keuangan INSPEKTORAT | jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan 12 laporan INSPEKTORAT
pengawasan desa INSPEKTORAT | jumlah laporan hasil pengawasan desa 12 laporan INSPEKTORAT
kerjasama pengawasan internal INSPEKTORAT | Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk 12 kerjasama | INSPEKTORAT
monitoring dan evaluasi tindak
laniiut hasil . . N - . . . .
anJJu't asi pe'merlks.aan BPKRI INSPEKTORAT Jumlah quumen hasﬂ monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak 12 dokumen | INSPEKTORAT
dan tindak lanjut hasil lanjut hasil pemeriksaan APIP
pemeriksaan APIP
|
penye eng.garaan pengawasan INSPEKTORAT | Terlaksananya penyelenggaran pengawasan dengan tujuan tertentu 86 % INSPEKTORAT
dengan tujuan tertentu
penanganan penyeselaian . . . . .
kerugian negara/daerah INSPEKTORAT | jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atay daerah yang ditangani 12 laporan INSPEKTORAT
d tuj
pengawasan dengan tujuan INSPEKTORAT | jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 12 laporan INSPEKTORAT

tertentu




PROGRAM PERUMUSAN

KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN INSPEKTORAT | persentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi 91% INSPEKTORAT
ASISTENSI
Perumusan Kebijakan Teknis di | |\ cor\ ropaT | Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 12 | INSPEKTORAT
Bidang Pengawasan Rekomendasi
Pgrumusan Kebijakan Teknis di INSPEKTORAT | jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun 12 .| INSPEKTORAT
Bidang Pengawasan rekomendasi
Pendampingan dan Asistensi INSPEKTORAT | Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP 86 % INSPEKTORAT
pendampingan dan asistensi . . . . . . 46 perangkat

. INSPEKTORAT | jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah INSPEKTORAT
urusan pemerintahan daerah daerah
pendampingan asistensi, 13 perangkat
verifikasi dan penilaian reformasi | INSPEKTORAT | jumlah perangkt daerah yang dilakukan pendampingan daeF:’ah & INSPEKTORAT
birokrasi
koordinasi , monitoring dan
evaluasi serta verifikasi INSPEKTORAT Jumlah.keg|atan koordinasi, monitoring , dan evaluasi serta evaluasi pencegahan dan pemberantasan 12 kegiatan INSPEKTORAT
pencegahan dan pemberantasan korupsi
korupsi
pendampingan asistensi dan INSPEKTORAT | jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan integritas 3 perangkat INSPEKTORAT

verifikasi penegakan integritas

daerah




BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- Tujuan Inspektorat
Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Inspektorat
Kabupaten Lampung Tengah mempunyai tujuan yaitu:
“ Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah di dukung

pengawasan yang berkualitas”

- Sasaran Inspektorat

Untuk dapat mewujudkan tujuan, maka Inspektorat Kabupaten
Lampung Tengah menetapkan sasaran yaitu :
a. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal pemerintah
b. Meningkatnya Kapabilitas APIP
c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Perangkat
Daerah dan Pemerintah Kampung
d. Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan internal

dan Eksternal

- Sasaran Program Inspektorat
a. Terwujudnya Kelancaran Proses Pelayanan  Administrasi
Perkantoran
b. Meningkatnya praktek Pengendalian Intern OPD (Maturitas SPIP)
C. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas APIP
d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD

e. Meningkatnya Penanganan Hasil Pemeriksaan (TLHP)



3.3 Program dan Kegiatan

- Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah telah menetapkan program dan kegiatan pada Tahun

Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan Tugas
dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah



a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

2.1

2.2

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

c. Reviu Laporan Kinerja

d. Reviu Laporan Keuangan

e. Pengawasan Desa

f. Reviu APBK (Angaran Pendapatan Belanja Kampung)

g. Kerjasama Pengawasan Internal

h. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
(Inspektorat)

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

3.1

3.2

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan

fasilitasi Pengawasan

b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi
Pengawasan

Pendampingan dan Asistensi

a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian
Reformasi Birokrasi

c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (MCP KPK)

d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan
Integritas

e. Unit Pengendalian Gratifikasi

f. Saber Pungli (dihibahkan ke Instansi Pusat/Polres)

g. Pembinaan Tata Kelola Laporan Pertanggung Jawaban
Pemerintahan Kampung, pada Puskesmas, Sekolah (SD

dan SMP)



Tabel 3.1 Rencana Kerja Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
Kode Urusan/ Bidang Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Kegiatan . Lokasi Output | Target Capaian Pagu Indikatif Target Capaian Pagu Indikatif
Keluaran Sub Kegiatan . . ..
Kegiatan Kinerja (Rp.) Kinerja (Rp.)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT DAERAH 20.433.405.022 20.433.405.022
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.912.163.394 15.912.163.394
1| 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 81.675.582 81.675.582
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat
1)20 Perangkat Daerah Daerah INSPEKTORAT 12 Dokumen 52562742 | 12 Dokumen 52.562.742
. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat
1]201 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah INSPEKTORAT 3 Laporan 29.112.840 3 Laporan 59.112.840
1] 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.753.334.210 13.753.334.210
. . . Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
1202 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN INSPEKTORAT 87 Orang/bulan 13.041.170.210 87 Orang/bulan 13.041.170.210
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi
1] 2.02 INSPEKTORAT 11 Dok 11 Dok
0 Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN SPEKTO okumen 609.654.000 okumen 609.654.000
oria danpeyusnan apran | 1712 U900 Kpn o ot
1] 2.02 K Bul Triwul INSPEKTORAT L L
0 S:rl;aergz:anusigaDn/ riwulanan/ Penyusunan Laporan Keuangan S © 3 Laporan 102.510.000 3 Laporan 102.510.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1| 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 548.794.680 548.794.680




Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2. INSPEKTORAT 71 71
05 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan > 0 Orang 548.794.680 Orang 548.794.680

2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 843.908.322 843.908.322
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi

2.06 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Ll.strlk./Penerangan Bangunan Kantor yang INSPEKTORAT 12 Paket 18.003.000 12 Paket 18.003.000

Disediakan
2.06 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga INSPEKTORAT 23 Paket 47.160.210 23 Paket 47.160.210
. L Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

2.06 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan INSPEKTORAT 44 Paket 193.033.062 44 Paket 193.033.062
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan

2.06 . INSPEKTORAT 9 Paket 9 Paket
Penggandaan yang Disediakan axe 115.694.010 axe 115.694.010

2.06 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu INSPEKTORAT 1 Laporan 69.309.000 1 Laporan 69.309.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi N

2.06 dan Konsultasi SKPD Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi INSPEKTORAT 6 Bulan 400.709.040 6 Bulan 400.709.040

2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.240.000 165.240.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,

2.08 Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan INSPEKTORAT 2 Laporan 165.240.000 2 Laporan 165.240.000

2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 519.210.600 519.210.600
IF;EnmyeeI?P:zizaJ:Sliaizlinn:‘le;l:?:r?;i:ya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau

2.09 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga?n. yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak INSPEKTORAT 13 Unit 358.050.600 13 Unit 358.050.600

dan Perizinannya

Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang . .

2. INSPEKTORAT 72 72

09 Lainnya Dipelihara SPEKTO Unit 66.697.800 Unit 66.697.800

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya . .

2.09 Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi INSPEKTORAT 1 Unit 94.462.200 1 Unit 94.462.200

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

3.920.022.282

3.920.022.282




2.01

Penyelenggaraan Pengawasan Internal

3.193.402.638

3.193.402.638

Pengawasan Kinerja Pemerintah

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja

2.01 Daerah Pemerintah Daerah INSPEKTORAT 12 Laporan 14.621.700 12 Laporan 14.621.700
Pengawasan Keuangan Pemerintah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan
201 Daerah Pemerintah Daerah INSPEKTORAT 12 Laporan 2.186.652.132 | 12 Laporan 2.186.652.132
2.01 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja INSPEKTORAT 4 Laporan 83.038.302 4 Laporan 83.038.302
2.01 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan INSPEKTORAT 12 Laporan 83.567.070 12 Laporan 83.567.070
2.01 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa INSPEKTORAT 12 Laporan 473.273.268 12 Laporan 473.273.268
. Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang . .
2.01 Kerja Sama Pengawasan Internal Terbentuk INSPEKTORAT 12 Kerjasama 82.701.192 12 Kerjasama 82.701.192
Monitoring dan Evaluasi Tindak Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi
2.01 Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl dan INSPEKTORAT 12 Dokumen 12 Dokumen
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 269.548.974 269.548.974
2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 726.619.644 726.619.644
Penanganan Penyelesaian Kerugian Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian
2.02 INSPEKTORAT 12 L 12 L
0 Negara/Daerah Negara/Daerah yang Ditangani S © aporan 88.796.508 aporan 88.796.508
2.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan INSPEKTORAT 12 Laporan 12 Laporan
' & gan Tu Tujuan Tertentu P 637.823.136 P 637.823.136
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 601.219.346 601.219.346
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 26.507.454 26.507.454




Perumusan Kebijakan Teknis di

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang

2.01 INSPEKTORAT 12 Rek i 12 Rek i
0 Bidang Fasilitasi Pengawasan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun > 0 ekomendasi 26.507.454 ekomendasi 26.507.454
2.02 Pendampingan dan Asistensi 574.711.892 574.711.892
. . . Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan
Pendampingan dan Asistensi Urusan . . . 46 perangkat 46 perangkat
2.02 Pemerintahan Daerah Pendampmgan dan Asistensi Urusan INSPEKTORAT daerah 93.600.536 daerah 93.600.536
Pemerintahan Daerah
. . . el Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, . . . el 13 perangkat 13 perangkat
2.02 dan Penilaian Reformasi Birokrasi Pen.cla.mplngan, A5|§t§n5|, Ve.rlflka5|, dan INSPEKTORAT daerah 15.244.920 daerah 15.244.920
Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan
2.02 serta Verifikasi Pencega.han dan Evaluasi serta Verlflka5|iPencegahan dan INSPEKTORAT 12 Kegiatan 393.446.946 12 Kegiatan 393.446.946
Pemberantasan Korupsi Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan Jumlah PD yg dilakukan pendampingan , asistensi 3 Perangkat 3 Perangkat
2.02 e . . . INSPEKTORAT
Verifikasi Penegakan Integritas penegakan integritas Daerah 72.419.490 Daerah 72.419.490
TOTAL | 20.433.405.022 20.433.405.022




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Inspektorat Kabupaten

Lampung Tengah untuk tahun 2024 dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan 2024

Urusan/Bidang Urusan/

Rencana Tahun 2024

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Lokasi Targ‘et Kebutuhan sumber Dana Ket
Capaian Dana
1) persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan
ProGRAMPENUANG | ST e Pt Do g v e e
URUSAN PEMERINTAHAN :‘; o aés oo gem‘gr”iaan ang ditindaklan]ut! 3) INSPEKTORAT | 91% 15,912 163.394 | UMum-dana | INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA P pem: yang Jutt =) I18. 103 alokasi umum
Persentase ASN yang tidak mendapat hukuman disiplin 4)
Persentase sarana dan prasarana kantor
Perencanaan Penganggaran dan Terlaksananya perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan dana transfer
Evaluasi Kinerja Perangkat keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang- INSPEKTORAT | 86% 81.675.582 umum-dana INSPEKTORAT
Daerah undangan T alokasi umum
Penyusunan Dokumen dana transfer
Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah INSPEKTORAT | 12 dokumen 52562742 umurT]—dana INSPEKTORAT
alokasi umum
Evaluasi Kinerja Perangkat dana transfer
Daerah jumlah laporan evaluasi kinerja perngkat daerah INSPEKTORAT | 3 laporan 29.112.840 umurT]—dana INSPEKTORAT
alokasi umum
Administrasi Keuangan dana transfer
Perangkat Daerah Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan INSPEKTORAT | 12 bulan 13.753.334.210 umurT]—dana INSPEKTORAT
alokasi umum
dana transfer
Penyediaan Gaji dan Tunjangan . . . 87 Orang
ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN INSPEKTORAT /Bulan 13.041.170.210 umurr.1 dana INSPEKTORAT
alokasi umum
. - . . . - . dana transfer
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksaan INSPEKTORAT | 11 Dokumen umum-dana INSPEKTORAT

Pelaksaan Tugas ASN

Tugas ASN

609.654.000

alokasi umum




Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran

dana transfer

Bulanan,/Triwulan/Semesteran SKPD dan Lf':\poran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan INSPEKTORAT | 3 Laporan 102.510.000 umum—dana INSPEKTORAT
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD alokasi umum
. . . . - . . . dana transfer
Administrasi Keegawaian TerIaks.ananya administrasi kepegawaian sesuai dengan INSPEKTORAT | 12 bulan umum-dana INSPEKTORAT
Perangkat Daerah tupoksinya 548.794.680 .
alokasi umum
Pendidikan dan Pelatihan dana transfer
. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
P B kanT -
egawal erdasarkan Tugas dan pendidikan dan Pelatihan INSPEKTORAT | 71 Orang 548.794.680 umum dana INSPEKTORAT
Fungsi alokasi umum
dana transfer
Administrasi Umum Perangkat . . .
Daerah Terlaksananya penyediaan administrasi umum INSPEKTORAT | 12 bulan 843.908.322 umum-dana INSPEKTORAT
alokasi umum
. . S dana transfer
P.en\'/edlaan Komponen Instalasi Jumlah Paket !(om.ponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan INSPEKTORAT | 12 Paket umum-dana INSPEKTORAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 18.003.000 .
alokasi umum
Penyediaan Peralatan Rumah dana transfer
¥ Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan INSPEKTORAT | 23 Paket umum-dana INSPEKTORAT
Tangga 47.160.210 .
alokasi umum
Penyediaan Bahan Logistik dana transfer
Kantor jumlah paket bahan logistik kantor yang disediaakan INSPEKTORAT | 44 paket 193.033.062 umun'1-dana INSPEKTORAT
alokasi umum
enyediaan barang cetakan dan dana transfer
peny & jumlah paket cetakan dan penggandaan yang disediakan INSPEKTORAT | 9 paket umum-dana INSPEKTORAT
penggandaan 115.694.010 .
alokasi umum
dana transfer
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu INSPEKTORAT | 1 Laporan 69.309.000 umum-dana INSPEKTORAT
A alokasi umum
penyelenggaraan rapat dana transfer
koordinasi koordinasi dan Jumlah terlaksananya Rapat dan Koordinasi INSPEKTORAT | 6 bulan umum-dana INSPEKTORAT
. 400.709.040 .
konsultasi SKPD alokasi umum
penyediaan jasa penunjang dana transfer
urusan pemerintah daerah terlaksananya penyediaan jasa penunjang INSPEKTORAT | 12 bulan 165.240.000 umum-dana INSPEKTORAT

alokasi umum




penyediaan jasa komunikasi,

jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dana transfer

sumber daya air dan listrik dan listrik yang disediakan ' INSPEKTORAT | 2 laporan 165.240.000 umum—dana INSPEKTORAT
alokasi umum
pemeliharaan barang milik dana transfer
daerah penunjang urusan terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah INSPEKTORAT | 12 bulan 519.210.600 umum-dana INSPEKTORAT
pemerintah daerah R alokasi umum
penyediaan jasa pemeliharaan,
biaya pemeliharaan, pajak, dan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yan dana transfer
yap , pajak Jum'a : per: | ‘apangan yang INSPEKTORAT | 13 unit umum-dana | INSPEKTORAT
perizinan kendaraan dinas dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 358.050.600 .
. alokasi umum
operasional atau lapangan
emeliharaan peralatan dan dana transfer
P . P jumlah peralatan dan mesin laiannya yang dipelihara INSPEKTORAT | 72 unit umum-dana INSPEKTORAT
mesin lainnya 66.697.800 .
alokasi umum
pemeliharaan/rehabilitasi jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dana transfer
ggdung kantor dan bangunan atau direhabilitas INSPEKTORAT | 1 unit 94.462.200 umum-dana INSPEKTORAT
lainnya alokasi umum
dana transfer
PROGRAM PENYELNGGARAAN persentase penyelenggaraan pemerintah daerah yang sesuai
INSPEKTORAT 9 - INSPEKTORAT
PENGAWASAN dengan peraturan perundang-undangan > © 86% 3.920.022.282 umum dana S ©
alokasi umum
Penyelenggaraam pengawasan dana transfer
. 0, -
internal Terlaksananya penyelenggaran pengawasan internal INSPEKTORAT | 86% 3.193.402.638 umun"n dana INSPEKTORAT
alokasi umum
engawasan kinerja pemerintah dana transfer
peng Jap jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah INSPEKTORAT | 12 laporan umum-dana INSPEKTORAT
daerah 14.621.700 .
alokasi umum
pengawasan keuangan dana transfer
pemerintah daerah jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah INSPEKTORAT | 12 laporan 5 186.652.132 umum-dana INSPEKTORAT
alokasi umum
dana transfer
Reviu Laporan Kinerja jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja INSPEKTORAT | 4 laporan 83.038.302 umum-dana INSPEKTORAT
T alokasi umum
dana transfer
Reviu Laporan Keuangan jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan INSPEKTORAT | 12 laporan 83.567.070 umum-dana INSPEKTORAT

alokasi umum




dana transfer

pengawasan desa jumlah laporan hasil pengawasan desa INSPEKTORAT | 12 laporan 473.273.268 umum-dana INSPEKTORAT
R alokasi umum
dana transfer
kerjasama pengawasan internal Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal yang Terbentuk INSPEKTORAT | 12 kerjasama 82.701.192 umum-dana INSPEKTORAT
T alokasi umum
raqr?'l?tljtto;;njld?ar;qzvrfli;]::ntgjlflél Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut dana transfer
U . P . . hasil pemeriksaan BPK Rl dan tindak lanjut hasil pemeriksaan INSPEKTORAT | 12 dokumen umum-dana INSPEKTORAT
dan tindak lanjut hasil 269.548.974 .
. APIP alokasi umum
pemeriksaan APIP
enyelenggaraan pengawasan Terlaksananya penyelenggaran pengawasan dengan tujuan dana transfer
penyelenggaraan peng ya penyelenggaran peng gan tu] INSPEKTORAT | 86% umum-dana | INSPEKTORAT
dengan tujuan tertentu tertentu 726.619.644 .
alokasi umum
enanganan penyeselaian jumlah laporan penyelesaian kerugian negara atay daerah yan dana transfer
penanganan peny 1Y poran peny glan neg y YaNg | |NSPEKTORAT | 12 laporan umum-dana | INSPEKTORAT
kerugian negara/daerah ditangani 88.796.508 .
alokasi umum
engawasan dengan tujuan dana transfer
fertgntu & J jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu INSPEKTORAT | 12 laporan 637.823.136 umum-dana INSPEKTORAT
alokasi umum
PROGRAM PERUMUSAN ersentase perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan dana transfer
KEBUAKAN, PENDAMPINGAN DAN | PErsentase perang yang P Ling INSPEKTORAT | 91% umum-dana | INSPEKTORAT
asistensi 601.219.346 .
ASISTENSI alokasi umum
.. - dana transfer
Perumusan Kebijakan Teknis di Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan INSPEKTORAT 12 umum-dana | INSPEKTORAT
Bidang Pengawasan rekomendasi 26.507.454 .
alokasi umum
. . . . . N e dana transfer
P?rumusan Kebijakan Teknis di jumlah rekomendas.l kebijakan teknis di bidang fasilitasi INSPEKTORAT 12 . umum-dana INSPEKTORAT
Bidang Pengawasan pengawasan yang disusun rekomendasi 26.507.454 )
alokasi umum
dana transfer
Pendampingan dan Asistensi Terlaksananya pemenuhan infrastruktur SPIP INSPEKTORAT | 86% 574.711.892 umum-dana INSPEKTORAT
U alokasi umum
. . . . . . dana transfer
pendampmgar) dan asistensi Jumlah perangkat daera'\h yang dilakukan pendampingan dan INSPEKTORAT 46 perangkat umum-dana INSPEKTORAT
urusan pemerintahan daerah asistensi urusan pemerintah daerah daerah 93.600.536

alokasi umum




pendampingan asistensi,

13 perangkat

dana transfer

V(.EI’IfIkaS.I dan penilaian reformasi | jumlah perangkt daerah yang dilakukan pendampingan INSPEKTORAT daerah 15.244.920 umum—dana INSPEKTORAT
birokrasi alokasi umum
koordinasi , monitoring dan
evaluasi serta verifikasi jumlah kegiatan koordinasi, monitoring , dan evaluasi serta dana transfer
. ’ ! . INSPEKTORAT | 12 kegiatan umum-dana INSPEKTORAT
pencegahan dan pemberantasan | evaluasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 393.446.946 .
. alokasi umum
korupsi
. . . . . . . . dana transfer
peqo!ampmgan aS|stgnS| da'n !umlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi penegakan INSPEKTORAT 3 perangkat umum-dana INSPEKTORAT
verifikasi penegakan integritas integritas daerah 72.419.490

alokasi umum

20.433.405.022




BAB V

Penutup

Rencana kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun
2024 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berjangka 1 (satu) tahun.
Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan,
sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam
1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya
dapat diukur.

Dengan adanya Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah ini,
penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari
visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan
sinergis serta berkelanjutan, sehingga proses penyusunan Rencana Kerja
anggaran Tahun 2024 dapat sesuai dengan prioritas.

Sangat disadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih terdapat
kekurangan, untuk itu saran dari semua pihak diperlukan untuk
penyempurnaannya. Kami berharap semoga Rencana Kerja Inspektorat
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak yang memerlukannya serta mendapat dukungan  untuk

pelaksanaannya.

Gunung Sugih, 2 Agustus 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Drs. KUSUMA RIYADI.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650502 199403 1 005







